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Abstract 

This study examines the tradition of prohibiting intra-tribal marriages within the 
Lamaholot indigenous community in Ile Ape Village, Lembata Regency. The 
prohibition is based on the belief that individuals from the same tribe are considered 
kin; thus, marriage between them is deemed a violation of custom and believed to bring 
misfortune to the couple and their descendants. The objective of this research is to 
describe the practice of this prohibition and analyze it from the perspectives of Islamic 
law and customary law. This research uses a qualitative case study approach with data 
collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate 
that although Islamic law permits intra-tribal marriage as long as it does not involve 
prohibited (mahram) relationships, the Lamaholot community firmly upholds the ban 
based on ancestral customs. The study highlights both similarities and differences 
between Islamic law and customary law, and emphasizes the need for a harmonious 
approach in understanding marriage practices within multicultural societies. 
 
Keywords: Intra-tribal marriage, Islamic law, customary law, Lamaholot community, 

Ile Ape 

A. Pendahuluan  

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia di dunia ini selain untuk beribadah 

juga untuk hidup berpasang-pasangan, yakni sebagai pria dan wanita. Namun, cara 

manusia memenuhi keinginannya berbeda dengan makhluk lain. Agar kehidupan 

berpasangan manusia tetap terjaga kesempurnaannya, Tuhan menganugerahkan 

suatu kehormatan berupa ikatan yang disebut pernikahan (Sembiring et al., 2023). 

Hukum asal pernikahan adalah sunnah, yaitu suatu anjuran yang merupakan 

bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Pernikahan diinginkan bagi mereka yang 

mampu menafkahi keluarga dan memiliki keinginan untuk menikah. Menikah 

adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang dapat bernilai pahala 

apabila dilaksanakan sesuai dengan tutunan Islam. Selain itu, pernikahan 

memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental, serta dapat mengubah 

kehidupan seseorang menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, 
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pernikahan didasarkan pada prinsip yang kuat dan kokoh, dengan tujuan untuk 

menciptakan kehidupan yang tenteram, membentuk keluarga yang harmonis dan 

bahagia baik lahir maupun batin (Nurliana, 2022).  

Pernikahan merupakan suatu ikatan kesepakatan antara dua orang untuk hidup 

bersama, saling bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama dalam segala keadaan 

suka maupun duka. Oleh karena itu, dalam pernikahan terdapat tanggung jawab 

untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik bagi suami maupun istri. 

Selain itu, pernikahan juga memiliki beragam bentuk upacara yang disesuaikan 

dengan adat istiadat, budaya, dan agama dari masing-masing masyarakat (Fadilah, 

2021). 

Menurut Rahangiar N., (2024) dalam hukum Islam, pernikahan ialah akad kuat 

(mitssaqan ghalidzan) yang mengikat suami dan istri secara lahir dan batin. Ikatan 

ini merupakan ketaatan kepada Allah dan ibadah, serta dasar untuk membangun 

keluarga harmonis sesuai ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, Islam mengatur 

pernikahan dari berbagai aspek, seperti perilaku, cara berpakaian, pergaulan, 

hingga tanggung jawab yang menyertainya. Islam mengajarkan manusia untuk 

berpikir jauh ke depan, tidak sekadar mengikuti hawa nafsu atau meniru gaya hidup 

Barat yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek 

kehidupan (Maimun, 2022). 

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang pernikahan, atau 

pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.   

Adapun tujuan dari pernikahan menurut islam yang dijelaskan dalam al-Qur’an 

berikut ini yaitu (Qs Ar-rum ayat 21): 

كُنُ و ْٓا ازَ وَاجًا انَ  فُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  خَلَقَْ انَْ  اٰيٰتِه وَمِنْ  هَا لِِّتَس  نَكُمْ  وَجَعَلَْ الِيَ   لِِّقَو مْ  لََٰيٰتْ  ذٰلِكَْ فِْ  اِنَّْ وَّرَحْ َةًْ  مَّوَدَّةًْ بَ ي    
 ي َّتَ فَكَّرُو نَْ

Artinya; Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram 
kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
kaum yang berpikir (Qs Ar-rum ayat 21). 
 

Indonesia sebagai negara yang beragam dan kaya akan budaya memiliki tradisi 

pernikahan yang sangat beragam, mencerminkan pertemuan antara hukum adat 

dan ajaran Islam. Dalam berbagai etnis, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan 

sah secara agama, tetapi juga dijalankan dengan proses adat yang telah menjadi 
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bagian dari hukum tak tertulis atau hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat 

dalam masyarakat (Purnama, 2021). 

Dalam pernikahan, biasanya ada adat atau tradisi yang berasal dari suatu suku 

atau kelompok etnis di daerah tertentu. Suku atau etnis sendiri adalah kelompok 

sosial yang memiliki ciri khas yang membedakannya dari kelompok lain, biasanya 

terlihat dari budaya dan terutama bahasa yang digunakan. Selain itu, identitas etnis 

juga dapat dilihat dari warna kulit, kepercayaan, kelas sosial, pandangan politik, 

status sebagai kelompok minoritas, hingga sistem pendidikan yang dianut. Karena 

adanya kesamaan ciri-ciri dan latar belakang tersebut, maka terbentuklah rasa 

kebersamaan yang menjadi dasar ikatan dalam suatu kelompok etnis (Werliana et 

al., 2024). 

Dalam konteks tersebut, masyarakat adat Lamaholot juga menunjukkan 

bagaimana tradisi pernikahan merupakan bagian penting dari identitas suku 

mereka. Dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, pernikahan tidak hanya 

melibatkan kedua mempelai, tetapi juga melibatkan orang tua, saudara, keluarga 

besar dari kedua belah pihak, serta masyarakat adat secara keseluruhan. Dalam 

hukum adat mereka, pernikahan bukan sekedar momen pribadi, melainkan 

peristiwa sakral yang memiliki makna mendalam, bahkan melibatkan perhatian dan 

pengawasan langsung dari ketua adat, karena dianggap penting tidak hanya bagi 

yang hidup, tetapi juga dalam kaitannya dengan leluhur dan warisan budaya mereka 

(Jamaludin, 2024). 

Fenomena larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Desa Ile Ape, menjadi 

salah satu persoalan yang cukup kompleks dalam masyarakat setempat. Larangan 

adat ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat karena adanya perbedaan 

persepsi mengenai berlangsungnya aturan tersebut dalam kehidupan modern. 

Pernikahan dilakukan dengan orang dari suku berbeda untuk menjaga garis 

keturunan dan harmoni sosial. Sehingga diperlukan pemahaman dan penyesuaian 

agar adat tetap dihormati tanpa menghambat hubungan sosial yang harmonis di 

suku Lamaholot (Werliana et al., 2024). 

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya seperti yang terjadi di Desa Lohayong, Kecamatan Solor 

Timur, di mana sebagian masyarakat mulai menerima pernikahan sesama suku 

karena adanya perubahan pola pikir dan pengaruh modernisasi. Sebaliknya, 

masyarakat di Kecamatan Ile Ape hingga saat ini masih menjunjung tinggi larangan 

pernikahan sesama suku Lamaholot secara mutlak tanpa mengalami perubahan, 

karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap adat dan warisan leluhur 

yang diyakini membawa akibat buruk bagi pelaku dan keturunannya. 
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Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada lokasi. Penelitian ini 

merupakan kajian pertama yang secara khusus meneliti tradisi larangan pernikahan 

sesama suku Lamaholot di Kecamatan Ile Ape dengan pendekatan hukum Islam dan 

hukum adat secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi ilmiah yang belum pernah diungkapkan dalam studi 

sebelumnya, khususnya terkait dengan kekuatan adat dalam masyarakat Lamaholot 

dan relevansinya dengan ajaran Islam masa kini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus dalam penelitian 

ini adalah: (1) bagaimana praktik larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di 

Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata? (2) bagaimana analisis hukum Islam dan 

hukum adat terhadap larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Kecamatan 

Ile Ape, Kabupaten Lembata? Sejalan dengan fokus tersebut, tujuan dari penelitian 

ini adalah: (1) mengkaji praktik tradisi larangan pernikahan sesama suku 

Lamaholot yang berlaku di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dan (2) 

menganalisis tradisi larangan pernikahan sesama suku Lamaholot dalam perspektif 

hukum Islam dan hukum adat 

 

B. Metode 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, peneliti berupaya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam 

mengenai urgensi larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Desa Ile Ape 

dalam konteks adat dan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik 

tradisi larangan pernikahan sesama suku dalam masyarakat Lamaholot di Desa Ile 

Ape. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam nilai-nilai 

budaya dan keyakinan adat yang mendasari berlakunya larangan tersebut dalam 

struktur sosial masyarakat (Ismail, 2022). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, yakni penelitian yang 

bertumpu pada data primer yang diperoleh dari masyarakat melalui wawancara 

dan observasi lapangan. Berbeda dengan pendekatan normatif, pendekatan ini lebih 

menekankan pada pengalaman sosial dan realitas hukum yang hidup di tengah 

masyarakat (Ibrahom, 2022). 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum 

Islam dan hukum adat terhadap larangan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan 

empiris sangat relevan untuk menggali tidak hanya aspek penerapan larangan 

dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga persepsi tokoh agama dan tokoh adat 

sebagai representasi dari norma keagamaan dan budaya lokal. (Ibrahom, 2022). 
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Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, berupa hasil wawancara 

dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta data sekunder, berupa dokumen 

hukum, literatur akademik, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi (Atmajaya, 2021; Shandi, 2020; Wiranti, 2021). 

Wawancara dilakukan secara fleksibel untuk menyesuaikan konteks dan 

memperdalam pemahaman terhadap makna tradisi. Observasi dilakukan untuk 

melihat langsung praktik sosial dan adat yang berlangsung di masyarakat. 

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data lapangan. 

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman & 

Saldana (2014), yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu 

guna memastikan konsistensi informasi (Wahyudi, 2020; Nurfajriani et al., 2024). 

C. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

1. Larangan Pernikahan Sesama Suku Lamaholot di Desa Ile Ape, Kabupaten 

Lembata 

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Ile Ape secara tegas memegang 

prinsip larangan pernikahan sesama suku Lamaholot. Larangan ini tidak hanya 

berlaku antar fham atau suku, tetapi mencakup seluruh anggota suku Lamaholot 

secara umum. Pandangan ini tumbuh dari keyakinan adat bahwa orang yang berasal 

dari suku yang sama tetap dianggap sebagai satu saudara secara budaya dan 

spiritual, sehingga pernikahan antar mereka dianggap sebagai pelanggaran berat 

terhadap norma adat. Pelanggaran terhadap larangan ini diyakini membawa 

konsekuensi buruk, baik secara sosial, moral, maupun spiritual. Pasangan yang 

tetap nekat menikah sesuku akan mengalami penolakan sosial, tidak diakui secara 

adat, dan bahkan dapat dikenai sanksi adat yang cukup berat. Kepercayaan ini telah 

mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan masih dipertahankan secara ketat 

hingga saat ini. 

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Larangan Pernikahan 

Sesama Suku dalam Masyarakat Lamaholot di Desa Ile Ape 

Dari perspektif hukum Islam, tidak ada larangan pernikahan sesama suku. Islam 

hanya melarang pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan mahram, 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23 
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تُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَ نٰتُ الَْْخِّ وَبَ نٰتُ الُْْخْتِّ  تُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمٰ  وَامَُّهٰتُكُمُ   حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمْ امَُّهٰتُكُمْ وَبَ ن ٰ
نَ الرَّضَاعَةِّ وَامَُّ الٰ تِّْْٓ ارَْضَعْنَكُمْ  كُمُ وَاَخَوٰتُكُمْ م ِّ ْ حُجُوْرِّكُمْ م ِّنْ نِّ سَاۤىِٕ ْ فِِّ بُكُمُ الٰ تِّ ىِٕ كُمْ وَرَبََۤ هٰتُ نِّسَاۤىِٕ

كُ  لُ ابَْ نَاۤىِٕ ىِٕ َّۖ فاَِّنْ لََّّْ تَكُوْنُ وْا دَخَلْتُمْ بِِِّّنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمَّْۖ وَحَلََۤ
ْ دَخَلْتُمْ بِِِّّنَّ نْ اَصْلََبِّكُمْْۙ  مُ ا الٰ تِّ لَّذِّيْنَ مِّ

يْمًا   وَانَْ تََْمَعُوْا بَيَْْ الُْْخْتَيِّْْ اِّلَّْ مَا قَدْ سَلَفََۗ اِّنَّ اللّٰ َ كَانَ غَفُوْراً رَّحِّ
Artinya ; Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, 

saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-
saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-
anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-
saudara perempuanmu  sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan 
dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri 
anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang 
telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Ile Ape, diketahui 

bahwa Islam tidak pernah mengatur larangan pernikahan berdasarkan suku. Oleh 

karena itu, dalam hukum Islam, pernikahan sesama suku adalah sah selama syarat 

dan rukunnya terpenuhi, serta tidak melibatkan hubungan mahram. Namun 

demikian, tokoh agama di desa tersebut tetap menghormati eksistensi adat yang 

berlaku, dan tidak serta-merta menentang aturan adat yang telah lama mengakar. 

Mereka memilih pendekatan edukatif, dengan memberikan pemahaman agama 

yang moderat kepada masyarakat, sembari tetap menjaga harmoni dengan nilai-

nilai adat yang dijunjung tinggi. 

Dalam pandangan hukum adat masyarakat Lamaholot di Desa Ile Ape, larangan 

pernikahan sesama suku merupakan norma adat yang memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Aturan ini bukan hanya tradisi turun-temurun, melainkan juga dianggap 

sebagai bagian dari sistem hukum adat yang memiliki sanksi dan otoritas tersendiri. 

Para tetua adat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan aturan 

ini dijalankan dengan tegas. Apabila terdapat pelanggaran, penyelesaiannya 

dilakukan melalui musyawarah adat, yang hasilnya bisa berupa penolakan terhadap 

pasangan, pengucilan, atau sanksi sosial lainnya. Larangan ini dipandang sebagai 

cara menjaga kemurnian garis keturunan, mempererat ikatan antar keluarga besar, 

serta mempertahankan nilai-nilai luhur suku Lamaholot. Oleh karena itu, dalam 

perspektif hukum adat, larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. 
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Pelestarian aturan ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap 

leluhur dan identitas budaya masyarakat Lamaholot secara keseluruhan. 

 

Pembahasan 

1. Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku dalam Persepektif Hukum 

Islam dan Hukum Adat di Suku Lamaholot Kecamatan Ile Ape 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Ile Ape, Kabupaten 

Lembata, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial mereka, 

khususnya dalam hal pernikahan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap adat 

yang paling kuat terlihat dalam larangan pernikahan sesama suku Lamaholot. 

Berbeda dengan wilayah lain yang mungkin hanya melarang pernikahan dalam 

lingkup suku atau fham tertentu, masyarakat Ile Ape memegang teguh prinsip 

bahwa pernikahan antarindividu yang sama-sama berasal dari suku Lamaholot 

sepenuhnya dilarang. Larangan ini bukan didasarkan pada hukum agama atau 

hubungan kekerabatan biologis, melainkan murni pada kepercayaan adat bahwa 

individu dari suku yang samameskipun berasal dari suku atau desa berbeda tetap 

dianggap sebagai bagian dari satu “darah” budaya yang sama, dan oleh karena itu 

tidak boleh disatukan dalam ikatan pernikahan. Keyakinan ini telah diwariskan 

secara turun-temurun dan diinternalisasi sebagai bentuk penghormatan terhadap 

leluhur serta pemeliharaan tatanan sosial yang dianggap sakral dan tidak bisa 

dilanggar. 

Wawancara dengan para tokoh adat dan tokoh agama di desa ini 

mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut diyakini akan 

mendatangkan sanksi sosial maupun malapetaka yang berdampak pada pelaku dan 

keturunannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, pasangan yang tetap bersikeras 

menikah sesama suku akan mengalami penolakan adat, pengucilan sosial, dan 

hilangnya legitimasi dalam masyarakat. Tokoh agama sendiri menyatakan bahwa 

secara hukum Islam tidak ada larangan untuk menikah sesama suku selama tidak 

memiliki hubungan darah atau mahram, namun mereka tetap menghormati 

keputusan dan pandangan adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa 

Ile Ape, adat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengatur kehidupan 

masyarakat, bahkan dapat mengungguli hukum agama dalam praktik sosial 

tertentu. 

Ketaatan terhadap larangan ini juga dipengaruhi oleh peran penting para 

tetua adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya. Mereka tidak hanya memimpin 

prosesi pernikahan, tetapi juga bertindak sebagai pengawas moral yang 

memastikan bahwa setiap ikatan perkawinan berjalan sesuai aturan adat yang telah 
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ditetapkan. Dengan demikian, larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Desa 

Ile Ape bukan hanya menjadi norma sosial, tetapi juga simbol keberlanjutan 

identitas budaya. Keberadaan larangan ini menjadi bukti bahwa adat masih 

memegang peranan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan menjadi 

dasar utama dalam penentuan sah atau tidaknya sebuah pernikahan di mata 

komunitas adat. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Ile Ape, 

Kabupaten Lembata, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan 

sosial mereka, khususnya dalam hal pernikahan. Salah satu bentuk penghormatan 

terhadap adat yang paling kuat terlihat dalam larangan pernikahan sesama suku 

Lamaholot. Berbeda dengan wilayah lain yang mungkin hanya melarang pernikahan 

dalam lingkup suku atau fham tertentu, masyarakat Ile Ape memegang teguh prinsip 

bahwa pernikahan antarindividu yang sama-sama berasal dari suku Lamaholot 

sepenuhnya dilarang. Larangan ini bukan didasarkan pada hukum agama atau 

hubungan kekerabatan biologis, melainkan murni pada kepercayaan adat bahwa 

individu dari suku yang samameskipun berasal dari suku atau desa berbeda tetap 

dianggap sebagai bagian dari satu “darah” budaya yang sama, dan oleh karena itu 

tidak boleh disatukan dalam ikatan pernikahan. Keyakinan ini telah diwariskan 

secara turun-temurun dan diinternalisasi sebagai bentuk penghormatan terhadap 

leluhur serta pemeliharaan tatanan sosial yang dianggap sakral dan tidak bisa 

dilanggar. 

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Larangan Pernikahan 

Sesama Suku dalam Masyarakat Lamaholot di Desa Ile Ape 

a. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama 

Suku di Desa Ile Ape 

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sesama suku tidak dilarang 

selama tidak terdapat hubungan mahram, seperti hubungan nasab (garis 

keturunan), hubungan semenda (mertua, menantu), maupun hubungan sesusuan 

(radha’ah) (Firdaus et al., 2024). Hal ini dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an 

Surat An-Nisa ayat 23, yang merinci siapa saja yang haram untuk dinikahi:  

الُْْخْتِّ  وَبَ نٰتُ  الَْْخِّ  وَبَ نٰتُ  وَخٰلٰتُكُمْ  تُكُمْ  وَعَمٰ  وَاَخَوٰتُكُمْ  تُكُمْ  وَبَ ن ٰ امَُّهٰتُكُمْ  عَلَيْكُمْ  الٰ تِّْْٓ   حُر ِّمَتْ  وَامَُّهٰتُكُمُ 
ْ حُجُوْرِّكُمْ م ِّنْ  ْ فِِّ بُكُمُ الٰ تِّ ىِٕ كُمْ وَرَبََۤ َّۖ   ارَْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ م ِّنَ الرَّضَاعَةِّ وَامَُّهٰتُ نِّسَاۤىِٕ

ْ دَخَلْتُمْ بِِِّّنَّ كُمُ الٰ تِّ نِّ سَاۤىِٕ
لُ اَ  ىِٕ كُمُ الَّذِّيْنَ مِّنْ اَصْلََبِّكُمْْۙ وَانَْ تََْمَعُوْا بَيَْْ الُْْخْتَيِّْْ فاَِّنْ لََّّْ تَكُوْنُ وْا دَخَلْتُمْ بِِِّّنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمَّْۖ وَحَلََۤ بْ نَاۤىِٕ

يْمًا َ كَانَ غَفُوْراً رَّحِّ  اِّلَّْ مَا قَدْ سَلَفََۗ اِّنَّ اللّٰ 
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Artinya; Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan 

ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari 

saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang 

menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu  sesusuan, ibu istri-istrimu 

(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu 

(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), 

dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Islam membedakan antara larangan karena hubungan kekerabatan dengan 

larangan yang hanya berdasarkan kesamaan suku atau marga. Kesamaan suku 

tidak otomatis membuat seseorang menjadi mahram. Oleh karena itu, 

pernikahan antara dua orang dari suku yang sama tetap sah dan diperbolehkan, 

selama mereka tidak berada dalam batas-batas yang ditetapkan sebagai mahram 

secara agama. Misalnya, pernikahan antara dua orang dari suku Lamaholot yang 

tidak memiliki hubungan darah tetap diperbolehkan dalam syariat Islam. 

Hukum Islam melihat pernikahan dari sisi rukun dan syarat sah pernikahan, 

yaitu adanya calon suami dan istri yang halal, adanya wali bagi perempuan, ijab 

dan qabul, serta kehadiran dua orang saksi. Tidak ada satu pun dalil yang 

menyebutkan bahwa kesamaan suku, marga, atau etnis menjadi penghalang 

pernikahan. Maka, menolak pernikahan hanya karena kesamaan suku tanpa 

dasar mahram merupakan bentuk tambahan larangan yang tidak diajarkan 

dalam Islam. 

Ulama fikih klasik maupun kontemporer pun tidak menyebut kesamaan suku 

sebagai dasar larangan pernikahan. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh seperti Fath 

al-Mu’in, al-Majmu’, dan Bidayatul Mujtahid, pembahasan mengenai larangan 

pernikahan selalu merujuk pada aspek hubungan darah atau penyusuan, bukan 

etnis. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat inklusif dan universal, tidak 

dibatasi oleh struktur sosial kesukuan yang bersifat lokal. 

Lebih lanjut, Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya juga tidak pernah 

memberikan larangan terhadap pernikahan lintas suku, bahkan beliau sendiri 

menikahi dan menikahkan dari berbagai suku untuk mempererat persaudaraan 

antarumat Islam. Pernikahan tidak lagi dilihat dari garis keturunan suku semata, 
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melainkan dari iman, akhlak, dan kesiapan membentuk keluarga sakinah 

mawaddah wa rahmah. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, pelarangan 

sesuatu harus memiliki dasar yang qath’i (pasti) dari Al-Qur’an atau hadis yang 

sahih. Suatu hukum tidak bisa dibentuk hanya berdasarkan tradisi atau 

keyakinan turun-temurun jika tidak memiliki landasan syar’i yang kuat.  

Maka dari itu, larangan pernikahan hanya karena kesamaan suku tidak dapat 

dikategorikan sebagai bagian dari ajaran Islam, sebab tidak ada dalil eksplisit 

maupun implisit yang mendukungnya. Islam sangat menentang penambahan 

hukum yang tidak bersumber dari wahyu, apalagi jika hal itu sampai membatasi 

hak-hak individu dalam menjalankan kehidupan syar’i.  

Akhirnya, sikap yang bijak menurut Islam bukanlah menolak adat secara 

keseluruhan, tetapi meluruskan adat yang keliru agar tidak melampaui batas-

batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika suatu tradisi menimbulkan 

kesulitan (masyaqqah), menimbulkan kerugian, atau menyalahi hak asasi 

manusia yang diakui syariat, maka sudah seharusnya ditinjau ulang. Dalam hal 

ini, Islam membuka ruang untuk melakukan islah adat (reformasi adat) agar 

selaras dengan nilai-nilai Islam yang Rahmatan lil ‘alamin. 

 b. Analisis Hukum Adat terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama 

Suku di Desa Ile Ape 

Dalam perspektif hukum adat Lamaholot, larangan pernikahan sesama suku 

merupakan norma tidak tertulis yang bersumber dari nilai budaya, sistem 

kekerabatan, dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat. Sistem 

kekerabatan di Lamaholot bersifat patrilineal, yang berarti garis keturunan 

ditarik dari pihak ayah, dan anggota satu suku (marga) dipandang berasal dari 

satu leluhur yang sama. Oleh karena itu, meskipun secara biologis tidak memiliki 

hubungan darah langsung, dua orang dari suku yang sama dianggap “saudara 

besar” dan secara adat dilarang untuk menikah. Aturan ini bertujuan untuk 

menjaga kemurnian garis keturunan (rahi), memperkuat solidaritas antar suku, 

serta mencegah konflik sosial yang mungkin muncul akibat pernikahan internal 

dalam satu marga (Ratuloly dkk., 2021). 

Larangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip dasar hukum adat yang 

mengedepankan keteraturan sosial (tana ehan), harmoni kolektif, dan 

keberlangsungan warisan budaya leluhur (ara belen). Dalam konteks 

pernikahan, hukum adat tidak hanya mengatur soal hubungan pribadi dua insan, 

tetapi juga menyangkut hubungan komunal antarsuku, termasuk hak-hak 

warisan, posisi dalam ritus adat, serta partisipasi dalam upacara sosial. Bila 

larangan ini dilanggar, pelanggar dapat dikenakan sanksi adat yang bervariasi, 
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mulai dari teguran ringan, pengucilan sosial, hingga denda adat berupa hewan, 

hasil kebun, atau kain tenun. Dalam kasus ekstrem, keluarga pelanggar bisa 

dikeluarkan dari struktur sosial suku dan tidak lagi diperkenankan ikut dalam 

ritus adat seperti upacara kematian, pesta panen, atau ritual leluhur. 

Yang menarik, hukum adat Lamaholot menunjukkan fleksibilitas dalam 

penyelesaian kasus pelanggaran larangan ini. Dalam beberapa kasus, terdapat 

mekanisme “pemulihan” (tobe mata) atau “perdamaian adat” (moan lirin) yang 

difasilitasi oleh tetua suku. Melalui ritus simbolik atau pengakuan bersama, 

pelanggar dapat mengakui kesalahannya dan membayar denda sebagai bentuk 

permohonan maaf kepada leluhur dan masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat 

hukum adat yang restoratif dan bertujuan menjaga keseimbangan hubungan 

sosial, bukan menghukum semata. 

Dengan demikian, larangan pernikahan sesama suku menurut hukum adat di 

Desa Ile Ape bukan hanya sekadar aturan turun-temurun, melainkan bentuk 

konkret dari sistem sosial yang kompleks, yang mengikat seluruh anggota 

masyarakat dalam jaringan tanggung jawab kolektif, spiritual, dan kultural. 

Meskipun zaman terus berubah, prinsip-prinsip adat seperti ini tetap memiliki 

tempat penting dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, karena menyentuh 

akar identitas, kehormatan, dan keberlangsungan budaya lokal. 

Namun demikian, masyarakat Kecamatan Ile Ape menunjukkan adanya 

integrasi nilai antara hukum adat dan hukum Islam. Meskipun Islam 

memperbolehkan pernikahan sesama suku, masyarakat tetap memegang teguh 

larangan adat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai leluhur dan 

keteraturan sosial. Dalam hal ini, tokoh adat dan tokoh agama berperan penting 

dalam menjembatani dua sistem hukum tersebut, sehingga nilai-nilai Islam 

dapat diinternalisasi tanpa harus menghilangkan identitas adat. Integrasi ini 

menunjukkan adanya harmoni antara adat dan syariat dalam praktik sosial 

masyarakat Lamaholot. Larangan ini diberlakukan secara mutlak di Kecamatan 

Ile Ape dan telah menjadi konsensus bersama yang dijaga secara turun-temurun. 

Tidak ditemukan kasus pelanggaran yang mencolok karena masyarakat 

meyakini bahwa melanggar adat sama artinya dengan mengkhianati leluhur. 

Oleh karena itu, larangan pernikahan sesama suku tidak sekadar norma sosial, 

melainkan simbol keberlanjutan adat dan identitas komunitas. 

 

D. Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas 

tentang Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku Dalam Persepektif Hukum Islam 
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Dan Hukum Adat Di Suku Lamaholot (Studi Kasus Di Kecamatan Ile Ape)dapat 

disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:  

Tradisi larangan pernikahan sesama suku dalam masyarakat Lamaholot di 

Kecamatan Ile Ape merupakan manifestasi dari sistem nilai yang hidup dan 

berkembang dalam struktur sosial adat. Larangan ini tidak bersumber dari 

hubungan biologis (mahram) sebagaimana yang dikenal dalam hukum Islam, 

melainkan dari pemahaman kolektif masyarakat bahwa anggota satu suku adalah 

bagian dari satu garis leluhur yang sama, yang wajib dijaga kemurniannya. Dengan 

demikian, pernikahan sesama suku dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma 

adat. 

lalu berbasis pada hubungan darah biologis, masyarakat memaknai kesamaan 

suku sebagai ikatan persaudaraan adat yang tidak boleh dilanggar. Tradisi ini tetap 

kuat karena didukung oleh mekanisme sosial dan sanksi adat yang mengikat. 

Secara hukum Islam, pernikahan sesama suku tidak termasuk dalam kategori 

pernikahan yang dilarang secara syar’i, selama tidak terdapat unsur mahram nasab, 

sesusuan, maupun semenda. Islam menetapkan bahwa prinsip sahnya pernikahan 

bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah, bukan pada kesamaan suku 

atau asal etnis. Oleh karena itu, secara doktrinal, hukum Islam bersifat inklusif dan 

membuka ruang pernikahan lintas suku selama tidak melanggar ketentuan Al-

Qur'an dan Hadis.  

Namun, masyarakat Ile Ape memilih untuk tetap mematuhi hukum adat sebagai 

bagian dari identitas dan kehormatan kolektif. Hukum Islam dan hukum adat tidak 

diposisikan sebagai hal yang saling bertentangan, melainkan berjalan 

berdampingan melalui pendekatan dialogis dan kompromi sosial. Tokoh agama dan 

adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai 

syariat dan budaya lokal, sehingga integrasi keduanya tetap harmonis dan 

kontekstual. 

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan, terutama dalam menggali 

perbandingan dengan tradisi serupa di wilayah lain, serta menelusuri dampaknya 

terhadap dinamika keluarga dan peran generasi muda dalam merawat adat istiadat. 
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